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ABSTRACT 

 
 

This research is entitled "Implementation of Accrual-Based Government 

Accounting Standards Policy at the Department of Manpower and Transmigration of 

South Sumatra Province". The background of this research is that the application of 

accrual-based accounting standards in the Department of Manpower and 

Transmigration of South Sumatra Province has not been optimal, with these deficiencies 

affecting the implementation of policies in accordance with Permendagri No. 64 of 

2013. The purpose of this study is to analyze the problems in accrual-based SAP 

implementation in the Manpower and Transmigration Office of South Sumatra 

Province. This study uses a qualitative method. This study uses the theory of George 

Edwards III which is measured in four dimensions, namely Resources, Bureaucratic 

Structure, Disposition, and Communication. Data collection techniques used are 

observation, interview, documentation, and literature study. From the results of 

research and discussion, it is concluded that the dimensions of Resources are quite 

good, but have 1 deficiency in facilities and infrastructure. In the Disposition dimension, 

it is quite good because the Head of the Finance Subdivision has selected skilled 

employees, the Sub-Division Head is also firm in taking action against employees, but 

is not given work incentives. In terms of the bureaucratic structure, the South Sumatra 

Manpower and Transmigration Office is still not good enough, because the 

coordination between fields is always messy and there is no official SOP. In the 

Communication Dimension, employees are good enough to follow the directions that 

are ordered. The results of this study recommend that the South Sumatra Manpower and 

Transmigration Office should improve the facilities and infrastructure available in the 

office, In each field or work section at the South Sumatra Manpower and 

Transmigration Office, it is obligatory to coordinate clearly, the Manpower and 

Transmigration Office must have a clear SOP for preparing financial statements, the 

Manpower and Transmigration Office must be firm in enforcing penalties, mistakes or 

violations of any kind must be punished, as well as provide incentives to employees. 

Keywoord: Accrual Basic, Department of Manpower and Transmigration of South 

Sumatra Province, Policy Implementation. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi 

Sumatera Selatan". Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah belum optimalnya 

penerapan standar akuntansi berbasis akrual di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Sumatera Selatan, dengan adanya kekurangan tersebut berpengaruh pada 

implementasi kebijakan yang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Tujuan 

penelitian ini adalah guna menganalisis permasalahan dalam Implementasi SAP 

berbasis akrual di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori 

George Edwards III yang diukur dalam empat dimensi yaitu Sumber Daya, Struktur 

Birokrasi, Disposisi, dan Komunikasi. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan 

adalah observasi, wawamcara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dari hasil 

penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan pada dimensi Sumber Daya sudah 

cukup baik, namun memiliki 1 kekurangan dalam sarana dan prasarana. Pada dimensi 

Disposisi sudah cukup baik dikarenakan Kasubbag Keuangan sudah memilih pegawai 

yang terampil, Kasubbag juga tegas dalam menindak pegawai, namun tidak diberi 

insentif kerja. Dalam Struktur Birokrasi, Disnakertrans Sumsel masih tidak cukup baik, 

karena koordinasi antar bidang yang selalu berantakan dan tidak adanya SOP secara 

resmi. Dalam Dimensi Komunikasi Pegawai sudah cukup baik mengikuti arahan yang 

diperintahkan. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa sebaiknya Disnakertrans 

Sumsel menyempurnakan sarana dan prasarana yang tersedia di kantor, Pada tiap bidang 

atau bagian kerja di Disnakertrans Sumsel wajib melakukan koordinasi secara jelas, 

Disnakertrans wajib memiliki SOP penyusunan laporan keuangan yang jelas, 

Disnakertrans harus tegas dalam menegakkan hukuman, kesalahan atau pelanggaran 

dalam bentuk apapun harus dihukum, serta memberi insentif pada pegawai. 

Kata Kunci: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, 

Implementasi Kebijakan, Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pemerintahan yang baik (good governancei) merupakan cara bagaimana mengelola 

kepentingan publik. Good governance menekankan cara pemerintah dalam mengelola 

sumber daya sosial dan ekonomi yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan 

prinsip demokrasi serta kebijakan administratif termasuk dalam pengelolaan keuangan 

negara (Mardiasmo, 2018). Guna mewujudkan good governance, pemerintahan di 

Indonesia perlu mereformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. 

Reformasi kelembagaan meliputi pembenahan seluruh alat pemerintahan di daerah dari 

struktur hingga infrastruktur. Hal utama yang menjadi keberhasilan reformasi 

kelembagaan tersebut berawal dari pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, 

seperti publik yang menjadi stakeholder, pemerintah daerah sebagai eksekutif, serta 

DPRD yang menjadi shareholder. Reformasi manajemen sektor publik merupakan 

model manajemen pemerintahan yang modern. Manajemen sektor publik berkembang 

sejak diperkenalkannya New Public Management (NPM) yang berfokus pada kinerja 

bukan kebijakan. Maka dari itu, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih penting 

dari sebelumnya, karena tidak hanya bertindak dalam mengatasi kegagalan kebijakan, 

namun juga mengatasi kegagalan kinerja pemerintahan itu sendiri. 

Sebagaimana fokus dari reformasi manajemen sektor publik maka pemerintah 

daerah wajib menjadi agen utama bagi masyarakat, serta pemimpin dan penjaga atas 

aturan bersama. Pemerintah daerah wajib mempraktikkan aktivitas pemerintah yang 

transparan dan tidak dirahasiakan. Kinerja pemerintah daerah tidak bisa tertutup pada 

resiko, pemerintah daerah harus inovatif yang berani mengambil resiko dalam batas 

yang dapat ditoleransi, serta pelayanan yang gesit dan fleksibel. 



 
 

 

 

Penguasaan sistem dalam lembaga negara harus mengikuti peraturan perundang- 

undangan yang berjalan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Reformasi sistem yang terjalin pada instansi pemerintahan, memotivasi lembaga 

pemerintah dalam menciptakan sebuah sistem penatakelolaan good governance, hal ini 

dilakukan demi melahirkan pemerintahan yang terbuka (transparansi), akuntabel, 

demokratis, bersih hingga partisipatif, tujuan tersebut demi mecapai tata kelola 

pemerintahan yang mempunyai kredibilitas tinggi (Langelo, Saerang and Alexander, 

2015). 

Pemerintahan dengan prinsip good governance membutuhkan reformasi pada 

prinsip tata kelola instansi pemerintahan yang modern dan esensial serta memaksa suatu 

sistem, sehingga sanggup memastikan pemerintah daerah mampu bersaing secara 

nasional dan tidak terus menerus ketergantungan pada pemerintah pusat. Salah satu 

bentuk usaha dalam menerapkan good governance adalah melakukan penyempurnaan 

pengelolaan keuangan negara dimulai sejak penetapan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 

1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketentuan dalam salah satu UU No. 17 Tahun 2003 

Pasal 32 Ayat 1 adalah mewajibkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Menurut UNDP dalam Mardiasmo 

(2018) good governance memiliki sembilan (9) karakteristik, antara lain: 

a. Partisipasi, masyarakat harus terlibat dalam pembuatan keputusan secara 

langsung mapupun tidak langsung. 

b. Supremasi hukum, kerangka hukum harus dilaksanakan seadil-adilnya tanpa 

memandang status. 

c. Transparansi, pemerintah harus memberikan kebebasan publik dalam 

memperoleh informasi. 



 
 

 

 

d. Responsif, lembaga publik tanggap dalam melayani stakeholder. 

 

e. Orientasi Konsensus, lembaga publik wajib berorientasi pada kepentingan 

masyarakat. 

f. Ekuitas, setiap masyarakat tidak dibeda-bedakan dan memiliki kesempatan 

yang setara dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan. 

g. Efisiensi dan Efektivitas, pengelolaan sumber daya publik wajib dilakukan 

secara berdaya guna dan berhasil guna. 

h. Akuntabilitas, lembaga publik harus bertanggung jawab kepada publik atas 

setiapi kegiatan yang dilaksanakan. 

i. Visi, pemerintah dan masyarakat harus berpikir panjang ke depan terhadap 

penyelengaraan pemerintahan. 

Kesembilan karakteristik yang telah diuraikan, terdapat tiga hal yang dapat 

diterapkan pada akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi 

dan efektivitas. 

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan 

perubahan standar akuntansi pemerintahan selaku pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 

2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pelaksanaan PP Nomor 24 

Tahun 2005 masih bersifat sementara, hal ini berkaitan dengan amanat yang tertuang 

pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, menekankan bahwa 

pengakuan pendapatan dan beban berbasis akrual tidak diakui sampai diakuinya 

pendapatan dan beban berbasis kas. Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

17 tahun 2003, pengakuan pendapatan dan beban berbasis akrual wajib 

diimplementasikan paling lama dalam waktu lima tahun setelah Pasal tersebut 

diterbitkan. Pengelolaan keuangan entitas pemerintahan telah berubah secara mendasar 

disebabkan dari reformasi pengelolaan keuangan. Peraturan baru tersebut menjadi dasar 



 
 

 

 

bagi institusi negara untuk mengubah pola administrasi keuangan (financial 

administrationi) menjadi pengelolaan keuangan negara (financial management). Demi 

mewujudkan good governance, pemerintah terus membenahi masalah administratif dan 

melakukan beragam cara demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Sebagai salah satu cara guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan publik salah satunya dengan mengembangkan kebijakan 

akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan 

sebagai pedoman bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dimana disebutkan dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi 

sebagai berikut: 

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja 

berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13,14, 15 dan 16 

undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. 

Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum 

dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas” 

 

Pada intinya ketentuan Undang-Undang yang telah disebutkan bahwa pengakuan 

dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasisi akrual dilaksanakan paling lama atau 

selambatnya dalam lima tahun, yaitu pada tahun 2008. Maka dari itu, pemerintah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah yang menerapkan penggunaan basis kas menuju akrual (Cash 

Toward Accrual), yaitu laporan realisasi anggaran disusun menggunakan basis kas, 

sedangkan penyusunan neraca menggunakan basis akrual (Halim dan Kusufi, 2014). 

Peraturan tersebut berkaitan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 menjelaskan mengenai bentuk dan isi yang tertuang dalam laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJ) APBN atau APBD wajib dikelola dan disajikan 



 
 

 

 

seperti yang telah diatur pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penegasan dalam 

menggunakan SAP secara jelas tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 

2010 yang mewajibkan SAP berbasis Akrual pada instansi pemerintahan. 

Transisi pengelolaan akuntansi berbasis kas ke basis akrual disebabkan oleh adanya 

ketidakpuasan terhadap akuntansi berbasis kas, hal ini dikarenakan kurangnya penyajian 

gambaran keuangan yang akurat. Sehingga perubahan ke basis akrual diharapkan akan 

mampu dalam meningkatkan kualitas informasi manajerial yang memuaskan guna 

memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen et. Al, 2007). Pada praktiknya, 

penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia cukup sulit, karena 

pemerintahan sudah terbiasa dengan basis kas yang telah digunakan bertahun-tahun. 

Penerapan basis akrual membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam lingkungan 

instansi, karena beradaptasi dengan hal baru memberikan kerumitan tersendiri sehingga 

implementasi tidak dapat segera diterapkan, selain itu juga membutuhkan waktu yang 

cukup lama (Halim dan Kusufi, 2014). Hal tersebut tidak menghalangi pemerintah pusat 

maupun daerah untuk tidak melaksanakan basis akrual. Karena sudah dipertegas dengan 

diterbitkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 mengenai 

penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah daerah diterbirkan pada tanggal 3 

Desember 2013, peraturan tersebut dibentuk guna menindaklanjuti PP Nomor 71 Tahun 

2010. Permendagri tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman oleh pemerintah daerah 

ketika menyusuni kebijakan akuntasi daerah serta Sistem Akuntansi Pemerintahan 

Daerah (SAPD) meliputi Bagan Akuntansi Standar (BAS). Kebijakan dan SAPD 

tersebut kemudian dituangkan dalam peraturan kepala daerah. 

Perubahan SAP berbasis kas ke basis akrual menimbulkan permasalahan. 

Persoalannya, banyak instansi pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi 



 
 

 

 

SAP berbasis akrual, padahal Permendagri 64 Tahun 2013 sudah diterbitkan. Akibatnya, 

penggunaan SAP akrual (accrual basis) dalam akuntansi pemerintah daerah hingga saat 

ini belum sempurna. Dengan kata lain, beberapa pemerintah daerah terus memanfaatkan 

SAP basis kas (cash basis) dan SAP kas menuju akrual (cash towards accrual) dalam 

berjalannya pemerintahan. Hal tersebut menggambarkan bahwa lembaga pemerintah 

memiliki keharusan dalam menerapkan SAP terbaru dengan segera yang sebelumnya 

menggunakan basis kas, wajib diganti dengan basis akrual selambat-lambatnya pada 

tahun 2015. Tindakan yang dimiliki oleh beberapa instansi pemerintah daerah cukup 

disayangkan, mengingat PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur bahwa seluruh instansi 

pemerintah di Indonesia paling lambat menggunakan basis akrual pada tahun 2015, 

ditambah lagi Pergub Sumatera Selatan No. 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Pergub Sumatera Selatan No. 50 Tahun 2014 yang mendukung adanya kebijakan 

akuntansi pemerintah pada tingkat provinsi sayangnya di tahun 2022 ini terdapat 

instansi pemerintah daerah yang masih belum mengimplementasikan SAP berbasis 

akrual dengan baik. 

Penerapan akuntasi berbasis akrual semestinya wajib diterapkan pada setiap 

instansi pemerintahan daerah termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Sumatera Selatan. Implementasi SAP berbasis akrual di instansi pemerintah 

menghadirkan rintangan baru, oleh karena itu, proses implementasi SAP berbasis 

akrual harus berjalan lancar dan didukung oleh sumber daya manusia yang meliputi 

pengguna dan penyedia informasi keuangan, infrastruktur sistem informasi di instansi 

pemerintahan Indonesia. Sebagai instansi pemerintahan, sumber pendanaan dalam 

berjalannya kegiatan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, sudah seharusnya Disnakertrans Sumsel 



 
 

 

 

melaporkan pengelolaan keuangan APBD kepada pemangku kepentingan sesuai dengan 

aturan yang berlaku yaitu menggunakan SAP berbasis akrual berdasarkan kewenangan 

PP. 71 tahun 2010 sebagai tindakan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas 

publik. Selain itu, dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, 

diperlukan infrastruktur yang memadai. 

Penerapan SAP berbasis akrual merupakan bentuk dari praktik manajemen 

keuangan yang modern terutama di sektor publik. Metode akuntansi akrual 

berkontribusi pada transparansi pemerintah dengan memberikan informasi yang lebih 

terbuka tentang biaya pemerintah terlebih lagi dalam memajukan kualitas penetapan 

keputusan dalam lingkup pemerintah melalui penggunaan data yang dapat diukur. Demi 

mewujudkani implementasi SAP berbasis akrual yang optimal, diperlukan aparatur 

pemerintah yang dapat imengimplementasikannya dalam pekerjaan rutinnya. Ruang 

lingkup pemerintah biasanya tertutupi oleh kesulitan-kesulitan yang khas, terutama 

sumber daya manusia yang tidak memadai untuk mengelola keuangan negara, terutama 

aparatur pemerintah yang tidak kompeten yang cenderung menolak atau bersikap 

resisten terhadap reformasi. 

Infrastruktur yang memadai sangatlah penting demi mendukung penerapan aturan 

akuntansi pemerintah berbasis akrual. Infrastruktur sangat penting untuk kinerja proses 

pelayanan publik, karena tanpa elemen ini, tidak ada kegiatan yang akan memberikan 

hasil yang diinginkan. Faktor lain yang penting dalam aplikasi SAP berbasis metode 

akrual adalah komitmen organisasi. Dalam situasi ini, pemimpin yang berkuasa 

memiliki otoritas pengambilan keputusan. 

Salah satu penyebab beberapa instansi pemerintahan daerah tidak melakukan 

pekerjaan dengan baik dalam membuat laporan keuangan adalah bahwa para Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama yang mendapatkan banyak uang dari sumber 



 
 

 

 

yang berbeda (disverifikasi), tidak bekerja sekeras yang seharusnya. Dukungan 

kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk keberhasilan suatu transformasi, 

komitmen organisasi tidak kalah pentingnya dalam menerapkan SAP berbasis akrual 

(Simanjuntak, 2010). 

Tabel 1. Perbedaan Akuntansi Basis Kas dan Akuntansi Basis Akrual 

Akuntansi Basis Kas Akuntansi Basis Akrual 

 
Pada saat dana diterima dan disetorkan ke kas 

negara/daerah, pendapatan diakui. 

Pendapatan dicatat pada saat terjadi 

transaksi meskipun tidak ada dana 

yang diterima atau disetorkan ke kas 

negara maupun daerah. 

Beban (dalam Basis Kas / Kas Menuju 

Akrual dikenal sebagai Belanja) dicatat 

hanya setelah uang tersebut keluar dari kas 

negara/daerah. 

Beban dicatat pada saat terjadinya 

tagihan tanpa memperhatikan apakah 

dana tersebut telah diambil dari kas 

negara/daerah. 

Tidak mengetahui apa itu utang dan piutang Memahami utang dan piutang 

Informasi keuangan kurang dapat diandalkan 

karena mengacu pada periode waktu tertentu. 

Data keuangan lebih akurat karena 

setiap transaksi didokumentasikan 

dengan cermat. 

Sumber: Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 

Selain itu ada 7 komponen LKPD penting penyusun SAP berbasis akrual yaitu: 

 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

 

3. Laporan Operasional (LO) 

 

4. Neraca 

 

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

 

6. Laporan Arus Kas (LAK) 

 

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) 



 
 

 

 

Sejak diberlakukannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mengenai Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, terbitlah 

Pergub Sumatera Selatan No. 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub 

Sumatera Selatan No. 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan yang dimana isi Pergub tersebut mendukung adanya perubahan dalam 

penyusunan laporan keuangan menggnakan SAP Akrual. Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan (Disnakertrans Sumsel) sudah menerapkan 

SAP berbasis akrual, seperti rincian neraca berikut ini: 

Tabel 2. Contoh Rincian Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Sumatera Selatan 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
Aset Lancar 8.030.450,00 7.117.195,00 (913.255) 

Investasi Jangka 

Panjang 
- - - 

Aset Tetap 72.650.608.534,19 75.586.355.680,00 2.935.747.146 

Aset Lainnya 271.742.653,00 174.551.450,00 (97.191.203) 

Dana Cadangan - - - 

Kewajiban - - - 

Ekuitas 72.930.381.637,19 75.768.024.325,00 2.837.642.668 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan 2022 

 

Dalam menyusun laporan keuangan, Disnakertrans Sumsel sudah mengadopsi 

standar yang dibentuk oleh KSAP seperti yang terdapat pada tabel 2. Contoh pada tabel 

2 menjelaskan Disnakertrans Sumsel telah menerapkan standar yang dibentuk oleh 

KSAP, yang dimana dalam penyusunan neraca disebutkan bahwa Ekuitas tidak dirinci, 

hanya ditampilkan jumlahnya saja. Namun dalam penyusunan laporan keuangan 

terdapat 7 (tujuh) komponen penyusunan guna membuat laporan keuangan yang 

sempurna, namun Disnakertrans Sumsel hanya memiliki 6 (enam) komponen yang telah 

sempurna, hanya ada satu komponen yang tidak dirinci secara jelas yaitu komponen 

Laporan Arus Kas. Komponen tersebut merupakan hal penting dalam penyusunan 



 
 

 

 

laporan keuangan. Ketidakadaan komponen tersebut menunjukkan kekurangan dari 

Disnakertrans Sumsel dalam penerapan SAP Akrual. 

Saat ini kendala lain yang turut dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan akuntansi basis 

akrual adalah sumber daya yang menunjang SAP Akrual, termasuk sumber daya 

manusia yang andal dibidang akuntansi baik kualitas maupun kuantitas. 

 

Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Sumatera Selatan 

Kelompok Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Pegawai Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Sumatera Selatan 

 

142 

 

65 

 

207 

Pegawai Sub Bagian 

Keuangan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Sumatera Selatan 

 
5 

 
6 

 
11 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan 2022 

 

Fokus permasalahan sumber daya manusia disini ialah pelaksana kegiatan 

penyusunan laporan keuangan dengan SAP Akrual di Sub Bagian Keuangan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan ialah aparat yang hanya 

mengenyam pendidikan SMP. Hal tersebut cukup disayangkan karena peranan vital 

pada instansi tidak dipegang dengan tenaga ahli yang mengenyam pendidikan lebih 

tinggi. Jika dilihat dari kuantitasnya, dari 11 pegawai yang berada di Sub Bagian 

Keuangan hanya 1 (satu) pegawai saja yang melakukan kegiatan penyusunan laporan 

keuangan dan dibantu dengan 1 bendahara. Terlebih lagi didalam Sub Bagian Keuangan 

tersebut memiliki pegawai yang merupakan sarjana dari program studi ekonomi dan 

akuntansi, namun mereka tidak memegang kendali penuh atas penyusunan laporan 

keuangan dengan menggunakan SAP Akrual. 

Selain itu sarana dan prasarana menjadi perhatian peneliti, karena dalam 

menerapkan SAP Berbasis Akrual Disnakertrans Sumsel telah menggunakan teknologi 



 
 

 

 

informasi berupa situs pengelola keuangan. Situs tersebut bernama SIMDA dan E- 

Sumsel. Dari kedua Situs tersebut yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan ialah 

SIMDA. Namun menurut pengakuan dari pegawai Sub Bagian Keuangan, performa 

Situs SIMDA terkadang tidak maksimal dan sering mengalami error dalam penginputan 

data. Maka dari itu, terkadang pegawai Sub Bagian Keuangan memakai perhitungan 

menggunakan Excel agar lebih akurat. Tidak maksimalnya teknologi informasi yang 

diterapkan menyebabkan proses penerapan SAP Akrual menjadi tidak efisien. Maka 

dari itu dibutuhkan aplikasi atau situs yang lebih unggul dalam penyusunan laporan 

keuangan yang terintegrasi. 

Komitmen organisasi pada Disnakertrans Sumsel beranggapan bahwa basis akrual 

merupakan basis yang cenderung lebih baik dari basis akuntansi kas yang sebelumnya 

pernah diterapkan, namun dalam sudut pandang lain menganggap hal tersebut 

merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kepatuhan terhadap peraturan yang 

ada. 

Disnakertrans Sumsel menerima dana dari APBD untuk operasional dan kegiatan 

pemerintahan. Menurut aturan akuntansi pemerintah, laporan keuangan wajib dibuat 

oleh Disnakertrans Sumsel karena berfungsi sebagai sarana untuk memastikan 

pengelolaan dana yang diterimanya. Standar akuntansi pemerintahan digunakan 

sebagai dasar untuk memberikan opini atas laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan basis akrual pada Disnakertrans 

Sumsel masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Disnakertrans Sumsel sudah 

semestinya memperbaiki sistem akuntansi yang ada didalamnya demi membentuk 

kesiapan dalam menerapkan SAP akrual, hal yang perlu diperbaiki antara lain ialah 

pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pengembangan sumber 

daya manusia (pelatihan atau bintek), dan penyediaan infrastruktur untuk 



 
 

 

 

memungkinkan dalam penerapan basis akrual. Perbaikan tersebut dapat diharapkan 

sebagai solusi oleh Disnakertrans Sumsel untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan 

SAP berbasis Akrual. 

Sesuai dengan apa yang sudah peneliti jelaskan pada latar belakang permasalahan, 

hal ini membantu peneliti guna melakukan penelitian tentang penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh para peneliti. Tujuan penelitian ini 

adalah guna menganalisis permasalahan dalam Implementasi SAP berbasis akrual di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Alhasil, peneliti 

berhasil mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera 

Selatan”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Standar 

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Sumatera Selatan. 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah guna 

menganalisis permasalahan Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan 

berbasis akrual pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Aspek teoritis dan praktis dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 
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Manfaat secara teoritis dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

1.1 Bagi Pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih 

lanjut dan sebagai sumber informasi untuk penelitian masa depan. 

1.2 Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis terhadap 

kesiapan Disnakertrans Sumsel dalam menerapkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual. 

2. Secara Praktis 

 

Manfaat secara praktis dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

2.1 Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan 

masukan bagi pemerintah yang hendak menerapkan standar akuntansi basis akrual 

diwaktu mendatang. 

2.2 Manfaat praktis bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, 

temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberi solusi permasalahan dan 

membantu dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan.
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